




A. Latar Belakang 
 Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa 
"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan". Dari pasal tersebut jelas bahwa Undang-undang 
Dasar 1945 menghendaki agar semua warga negara Indonesia yang mau 
dan mampu bekerja dapat diberikan pekerjaan, sekaligus dengan  
pekerjaan itu dapat hidup secara layak sebagai manusia.  
 Pencapaian tujuan yang dikehendaki oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 
1945, merupakan sesuatu hal yang berat untuk dicapai dan dilaksanakan, 
mengingat jumlah penduduk yang sangat banyak yang tidak diimbangi 
dengan perkembangan perekonomian khususnya penyediaan lapangan 
kerja. Migrasi tenaga kerja Intemasional menjadi fenomena global dan 
terjadi hampir di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia.
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 Dalam konteks kehidupan di Indonesia yang sedang giat-giatnya 
membangun dalam segala aspek kehidupan, termasuk konsep 
ketenagakerjaan yang merupakan salh satu aspek yang diprioritaskan 
dalam pembangunan. Dalam hal ini, pembangunan sumber daya manusia 
atau ketenagakerjaan diarahkan untuk mengangkat harkat, martabat dan 
kemampuan manusia serta menumbuhkan rasa percaya diri pada dirinya. 
Prioritas pembangunan sumber daya manusia tersebut pada gilirannya 
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akan  diarahkan untuk mencapai tingkat kemakmuran rakyat dan 
mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, merata, baik 
material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 
1945. 
 Manusia membutuhkan sebuah kebutuhan yang sangat diperlukan 
dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus 
ada cara yang harus ditempuh agar kebutuhan-kebutuhan itu dapat 
tercapai, sehingga taraf kesejahteraan dapat terpenuhi. Manusia dalam 
memenuhi kebutuhan hidupnya dituntut untuk berusaha dan bekerja, baik 
pekerjaan yang diusahakannya sendiri ataupun bekerja pada orang lain. 
Tenaga kerja (manpower) adalah penduduk yang sudah atau sedang 
bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melaksanakan kegiatan 
lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.
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 Perjanjian kerja berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 
2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan perjanjian antara pekerja atau 
buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat 
kerja, hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja merupakan suatu 
perjanjian dimana pihak pertama yaitu buruh mengikatkan diri untuk 
bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya. Majikan yang 
mengikatkan diri untuk mengerjakan buruh itu dengan membayar upah.
3
 
Sedangkan perjanjian kerja waktu tertentu merupakan perjanjian kerja 
antara pekerja atau buruh dengan pengusaha yang hanya dibuat untuk 
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pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya 
akan selesai dalam waktu tertentu. Berdasarkan hukum Ketenagakerjaan 
perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan atau pekerja harus 
memuat beberapa syarat utama,yaitu; a) harus ada perjanjian kerja; b) 
harus ada hubungan kerja yang formil; c) harus bekerja pada perusahaan.
4
 
 Perjanjian kerja merupakan bagian daripada perjanjian pada 
umumnya. Setiap perjanjian memiliki cirinya masing-masing dan 
memiliki perbedaan berdasarkan konteks daripada perjanjiannya. Undang-
undang yang mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu dianggap 
masih memiliki kekurangan dan terdapat tidak konsisten dalam 
praktiknya. Hal ini membuat pekerja merasa dirugikan karena tidak 
pahamnya mengenai perjanjian kerja waktu tertentu yang ideal untuk 
pekerja. Begitu banyak terjadi penyimpangan terhadap perjanjian kerja 
waktu tertentu diantaranya adalah mengenai jangka waktu yang diberikan 
oleh perusahaan. Selain  itu jenis pekerjaan yang diberikan oleh 
perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, 
atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 
Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu, yaitu perjanjian kerja anatar 
pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja 
dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. 
 Perihal setelah masa 2 tahun PKWT berakhir, apakah pekerja 
dirumahkan selama 30 hari untuk tidak melakukan aktifitas kerja atau 
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tetap bekerja sepertibiasa. Dalam praktek, pekerja tidak pernah 
diberhentikan selama 30 hari setelah masa kerja berakhir, namun pada 7 
hari sebelum berakrinya PKWT, perusahaan melakukan perpanjangan 
PKWT untuk satu tahun yang akan datang. Dalam faktanya menunjukkan 
bahwa tidak pernah ada masa tenggang selama 30 hari tidak terdapat 
hubungan kerja bagi pekerja waktu tertentu yuang telah habis masa 
kerjanya dalam 2 tahun. Para pekerja tetap melanjutkan aktifitas 
pekerjaannya dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang baru untuk 
setahun mendatang. 
Berdasarkan penjelasan pada latar belakang maka penulis akan melakukan 
penelitian terhadap perjanjian kerja waktu tertentu baik dalam aspek 
praktik dan maupun kesesuaian dengan peraturan perundang-undagan 
yang berlaku. Oleh sebab itu penulis akan melakukan penelitian dengan 
judul skripsi: “ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONTRAK 
KERJA PART TIME PERSPEKTIF HUKUM KETENAGA 
KERJAAN” 
 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis 
merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut: 
1. Bagaimana hubungan hukum dalam perjanjian kerja waktu tertentu 
yang ada di perusahaan? 
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam 






C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut; 
1. Untuk mengetahui bagaimana hubungan kerja part-time yang terjadi di 
perusahaan. 
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tenaga kerja part-
time dalam perjanjian kerja waktu tertentu. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat daripada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
1. Manfaat teoritis 
Mengembangkan pengetahuan dibidang hukum perdata khusunya 
dalam hal ketenagakerjaan, memberikan sumbangan referensi bagi 
pengembangan ilmu hukum yaitu hukum Perdata dan hukum 
Ketenagakerjaan. 
2. Manfaat Praktis 
Dapat mengetahui implementasi perjanjian kerja waktu tertentu dan 
mengetahui problematika yang muncul dalam kontrak kerja pegawai 

































Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
 Pada dasarnya pekerja yang bekerja pada suatu perusahaan harus 
membuat perjanjian kerja terlebih dahulu untuk menjamin hak dan 
kewajiban antara pekerja dengan pengusaha. Perjanjian kerja menurut 
Prof. Imam Supomo adalah suatu perjanjian, dimana pihak satu (buruh) 
mengikatkan dirinya untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lain 




 Karena faktor keuntungan biasanya pengusaha lebih memilih untuk 
menggunakan tenaga kerja dengan melakukan perjanjian kerja waktu tidak 
tertentu, agar terhindar dari kewajiban-kewajiban untuk memenuhi pekerja 
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yang tidak terikat perjanjian waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja waktu 
tertentu diatur dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut Kepmen 100/2004) 
adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk 




Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja 
yang jangka berlakunya telah ditentukan atau disebut sebagai karyawan 
kontrak. Bila jangka waktu sudah habis maka dengan sendirinya terjadi 
PHK dan para karyawan tidak berhak mendapat kompensasi PHK seperti 
uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan 
uang pisah. 
 Dasar hukum perjanjian kerja waktu tertentu adalah Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 50 sampai 
dengan Pasal 66); a) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Nomor Kep-100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian 
Kerja Waktu Tertentu; b) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor Kep-220/Men/X/2004 tentang Penyerahan Sebagian 
Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. 
 Secara formil pembuatan PKWT sekurang-kurangnya harus 
memuat (Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003) yaitu: 
a. Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha. 
b. Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja/buruh. 
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c. Jabatan atau jenis pekerjaan. 
d. Tempat pekerjaan. 
e. Besarnya upah dan cara pembayarannya. 
f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha 
dan pekerja/buruh. 
g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. 
h. Tempat dan lokasi perjanjian kerja dibuat. 
i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 
 
 Mengenai jangka waktu PKWT diatur dalam pasal 59 ayat (3) 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa PKWT dapat diperpanjang 
atau diperbarui-pilih salah satu-dengan jangka waktu paling lama adalah 
tiga tahun. 
 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 
mengatur syarat-syarat pembuatan perjanjian kerja untuk waktu tertentu 
sebagai berikut: 
a. Dibuat secara tertulis dalam pasal Undang-Undang No 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan pasal 57 ayat (1) disebutkan bahwa perjanjian 
kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta haruis 
menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. Oleh karena itu bila 
dibuat secara lisan, atau bukan dalam bahasa Indonesia dan bukan 
dalam huruf latin, maka kesepakatan tersebut adalah tidak sah atau 
batal demi hukum. Konsekuensinya pekerja tersebut haruslah dianggap 
sebagai pekerja tetap. 
 
b. Tidak boleh ada masa percobaan Pada pasal 58 ayat (1) Undang-
Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa 
dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat 
mempersyaratkan adanya masa percobaan kerja. Apabila dalam 
kesepakatan kerja tersebut disyaratkan masa percobaan kerja, maka 
perjanjian kerja untuk waktu tertentu tersebut batal demi hukum. 
 
Sebenarnya tidak ada larangan hukum dalam menerapkan 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), karena semua itu sudah diatur 
secara jelas dan tegas oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan. Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 





yang berdasarkan waktu, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 
dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). 
 Hal yang menimbulkan permasalahan adalah banyaknya terjadi 
pelanggaran dalam penerapan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
(PKWT). Banyak terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan aturan 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), atau dengan kata lain 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilaksanakan tidak sesuai 
dengan apa yang diperjanjikan (wanprestasi), sebagaimana bentuk-bentuk 
wanprestasi adalah: 1) Tidak melakukan prestasi sama sekali; 2) 
Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan; 3) 
memenuhi prestasi tetapi terlambat; dan 4) Melakukan sesuatu yang 
menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
7
 
Karena timbulnya berbagai pelanggaran yang terjadi dalam 
penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Perundang-undangan, adanya perlindungan hukum bagi 
pekerja dan penyelesaian permasalahan yang terjadi terkait dengan 
pelaksanaan PKWT. 
8
Adapun bentuk-bentuk wanprestasi adalah sebagai 
berikut: 1. Tidak melakukan prestasi sama sekali; 2. Melaksanakan apa 
yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan; 3. 
Melaksanakan prestasi tetapi terlambat; 4. Melakukan sesuatu yang 
menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 
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F. Metode Penelitian 
1. Pendekatan Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
pendekatan doktrinal (Normatif), karena didalam penelitian ini pada 
hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau 
kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dam menjadi acuan perilaku 
seitap orang.
9
 Sehingga dalam penelitian ini penulis akan mengkaji 
terbatas tentang norma atau peraturan perundang-undangan (tertulis) 
yang tekait dengan objek yang diteliti. 
 
2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah 
deskriptif, karena bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang 
sesuatu gejala, kejadian, atau fakta yang terjadi secara langsung dan 
hubungannya dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini sifatnya 
memberikan gambaran yang nyata tentang implementasi perjanjian 
kerja waktu tertentu antara karyawan dengan perusahaan dan 
problematika yang muncul dalam kerja pegawai part time ditinjau dari 
perspektif hukum ketenagakerjaan. 
 
3. Lokasi Penelitian 
Penulis mengambil lokasi penelitian pada Fotokopi Krisnha di Gonilan 
dan PT. Astra Daihatsu Motor karena penulis berdomisili di daerah 
tersebut sehingga memudahkan penulis untuk melakukan penelitian 
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karena lokasi mudah dijangkau dan mengingat keterbatasan tenaga, 
waktu, dan biaya yang dimiliki dari penulis. 
 
4. Bentuk dan Jenis Data 
Adapun jenis dan sumber data penulis gunakan dalam melaksanakan 
penelitian ini adalah: 
a. Data Sekunder  
Data Sekunder yaitu bahan-bahan kepustakaan yang memberikan 
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, buku ketenagakerjaan, 
buku hukum perjanjian, buku hukum perburuhan, hasil-hasil 
penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana serta pendapat para 
pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. 
Selain itu penulis juga menggunakan perjanjian kerja waktu 
tertentu Fotokopi Krisnha dan perjanjian kerja waktut tertentu PT. 
Astra Daihatsu Motor dalam penelitian ini. 
 
5. Metode Pengumpulan data 
Metode pengumpulan data untuk mendeskripsikan sesuatu masalah 
hukum, dalam bentuk karya ilmiah atau skripsi, perlu pendekatan 
masalah dan jenis studi yang akan dilakukan, apakah hanya dilakukan 
di perpustakaan atau juga akan ke lapangan.
10
 Metode pengumpulan 
data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut: 
1. Studi Kepustakaan. 
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Yaitu metode dengan cara mengumpulkan data dengan 
mencari, membaca, mempelajari peraturan perundang-
undangan dan literature yang berhubungan dengan 
permasalahan yang diteliti. 
 
6. Metode Analisis Data 
 Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode 
penelitian bersifat deskriptif analitis, analitis data yang dipergunakan 
adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. 
Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu 
kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna 
aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan 
permasalahan hukum yang menjadi objek kajian
11
. Dalam hal ini 
penulis menyelesaikan permasalahan hukum yang terkait kontrak kerja 
pegawai part time ditinjau dari perspektif hukum ketenagakerjaan.  
 
G. Sistematika Penulisan 
BAB I  : PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang Masalah 
B. Rumusan Masalah 
C. Tujuan Penelitian 
D. Manfaat Penelitian 
E. Kerangka Pemikiran 
F. Metode Penelitian 
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G. Sistematika Penulisan.  
 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  
A. HUBUNGAN KERJA  
1. Pengertian Hubungan Kerja 
2. Subjek Hukum dalam Hubungan Kerja 
3. Objek Hukum dalam Hubungan Kerja 
4. Hak dan Kewajiban Para pihak 
5. Dasar Hubungan Kerja 
B. PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU  
1. Dasar Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
2. Prinsip Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
3. Syarat-syarat pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
4. Jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
5. Pengertian Penyelesaian Hukum Bagi Tenaga Kerja 
6. Penyelesaian Hukum Bagi Tenaga Kerja Menurut Undang-
Undang  
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
A. Hubungan Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 
dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan 
B. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja part time dalam Kontrak 








BAB IV: PENUTUP  
A. Kesimpulan 
B. Saran. 
 
 
 
 
 
